QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

TAHUN ANGGARAN 2010

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUWATA’ALA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, menyatakan bahwa Perubahan APBD
dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi Umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
APBK Tahun Anggaran 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,
perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Binir 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Banda Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3247);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

23. Peraturan.....



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2007 Nomor 1);

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2010,
(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Dan
WALIKOTA BANDA ACEH



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah
Rp. 509.293.991.469 bertambah sejumlah Rp. 92.265.989.464 sehingga menjadi
Rp. 601.559.980.933 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 508.993.991.469,-
b. Bertambah Rp. 80.264.267.628,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 589.258.259.097,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 509.293.991.469,-

b. Bertambah Rp. 92.265.989.464,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 601.559.980.933,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (12.301.721.836),-

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 11.651.721.836,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 13.651.721.836,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.700.000.000,-
2) Berkurang Rp. 350.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.350.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 12.301.721.836,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

i. Semula Rp. 52.804.612.773,-
ii. Bertambah Rp. 528.245.000,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 52.804.612.773,-

b. Danai.....



b. Dana Perimbangan

i. Semula Rp. 397.771.992.571,-
ii. Berkurang Rp. 462.719.772,-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 397.309.272.799,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

i. Semula Rp. 58.945.631.125,-
ii. Bertambah Rp. 80.198.742.400,-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp. 139.144.373.525,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Pajak Daerah

i. Semula Rp. 25.673.074.261,-
ii. Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 25.673.074.261,-

b. Retribusi Daerah

i. Semula Rp.  16.450.560.000,-
ii. Bertambah Rp. 528.245.000,-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 16.978.805.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

i. Semula Rp. 720.441.012,-
ii. Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 720.441.012,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 9.432.292.500,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 9.432.292.500,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp.  48.347.110.571,-
2) Berkurang Rp. 462.719.772,-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 47.884.390.799,-



b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 328.073.282.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 328.073.282.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 21.351.600.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 21.351.600.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Hibah
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp.  15.329.236.125,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp.  15.329.236.125,-

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah Perubahan Rp. 0,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 0,-

f. Pendapatan Yang Sah Lainnya

1) Semula Rp. 43.616.395.000,-
(2). bertambah.....



1)

)

2) Bertambah Rp.  80.198.742.400,-

Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya setelah

Perubahan Rp.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 351.001.581.614,-
2) Bertambah Rp.  35.217.045.310,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.

Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 158.292.409.855,-
2) Bertambah Rp. 57.048.944.154,-
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.

123.815.137.400,-

386.218.626.924,

215.341.354.009,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja :

a.

Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 311.698.315.449,-
2) Bertambah Rp.  40.908.975.310,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.

Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.

Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp.

Belanja Hibah
1) Semula Rp. 13.715.430.000,-
2) Berkurang Rp. 7.442.456.373,-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.

352.607.290.759,-

6.272.973.627,-



e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 12.223.000.000,-
2) Bertambah Rp. 1.400.526.373-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 13.623.526.373,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp. 7.870.000.000,-
2) Bertambah Rp. 350.000.000,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan  Rp. 8.220.000.000,-

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 5.494.836.165,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 5.494.836.165,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 43.194.771.000,-
2) Berkurang Rp. 1.514.174.000,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 41.680.597.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 79.712.574.498,-
2) Bertambah Rp. 22.837.670.086,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 102.550.244.584,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 35.385.064.357,-
2) Bertambah Rp.  35.725.448.068,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 71.110.512.425,-
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 13.651.721.836,-
1) Semula Rp. 2.000.000.000,-

2 Bertambah.....



2) Bertambah Rp. 11.651.721.836,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 13.651.721.836,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.350.000.000,-

1) Semula Rp. 1.700.000.000,-
2) Berkurang Rp. 350.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.350.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp. 13.651.721.836,-

1) Semula Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. 11.651.721.836,-
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah
Perubahan Rp. 13.651.721.836,-
b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-
1) Semula Rp. 0,-
2) Berkurang Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan  Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.350.000.000,-
1) Semula Rp. 1.700.000.000,-
2) Berkurang Rp. 350.000.000,-
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah Perubahan Rp. 1.350.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

yang terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran 11 Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran 'V .....



5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6
Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2010 M
14 Dzulkaidah 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

padatanggal _22 Oktober 2010 M
14 Dzulkaidah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

T. SAIFUDDIN, TA

Pembina Utama Madya/Nip. 19541110 197801 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 SERI A NOMOR 2



